Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6953);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang
Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang
Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1088);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi



Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013
tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Kota Banjarmasin Nomor 86);

30. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2019
tentang Informasi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2019 Nomor 119);

31. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 170 Tahun 2022
tentang Kajian Risiko Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: n PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN

BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan
BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
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Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geogralfis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang
mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman
bencana.

Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area- area yang
didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut
non-spasialnya.

Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya
dengan satuan atau teknik tertentu.

Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum
keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko Bencana suatu daerah
secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
Cek Lapangan adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta
berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
Geographic Information System yang selanjutnya disingkat dengan GIS adalah
sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis,
dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait
dengan muka bumi.

Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat
kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona
ketinggian tertentu akibat bencana.

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan
tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas
Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan tingkat ancaman akibat
Bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap Risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat
Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan
penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang
menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi
pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya Pengurangan
Risiko Bencana.

Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur
Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas
memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi
dan komunikasi Penanggulangan Bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a.

b.

C.

d.

Sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 2025-2029 dalam bentuk dokumen
perencanaan yang bersifat lintas sektor;

Sebagai pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan
Bencana Daerah;

Menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya
pengurangan Risiko Bencana di tingkat komunitas; dan

Menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi dan teknis yang lebih detail terkait
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengukur ketercapaian program
penanggulangan Bencana di Daerah;

Memudahkan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan akses dukungan dari
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan
penanggulangan Bencana di Daerah; dan

. Sinkronisasi perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

penanggulangan Bencana.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. Babl : Pendahuluan;

b. BabIl  :Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;

c. Babll : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

d. BabIV : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, serta Program;
e. BabV : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;

f. Bab VI :Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi;

g Bab VII :Penutup

Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 3

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan
oleh masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai
dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
Monitoring juga dilakukan oleh gugus tugas pengarusutamaan Rencana
Penanggulangan Bencana pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara
berkala, paling sedikit setiap tahun dan/atau saat terjadi Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh gugus
tugas pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana pelaksanaan Rencana
Penanggulangan Bencana secara berkala, paling sedikit setiap 2 (dua) tahun
berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan
masing-masing Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan hasil
mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.



BAB V
REKOMENDASI

Pasal 4
Rekomendasi Penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana
yang menjadi prioritas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun mendatang dan ditinjau secara berkala, dapat diperbaharui
sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana ekstrim.

Pasal 5
Penguatan kelembagaaan maupun pengembangan sistem penanggulangan Bencana
mengacu pada Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan hasil kajian 71 (tujuh puluh
satu) indikator ketahanan Daerah.

Pasal 6

Rekomendasi Rencana Penanggulangan Bencana memuat tentang:

a. Ancaman Bencana banjir diperlukan pengaturan regulasi yang mengatur penataan
bangunan di bantaran sungai/sempadan sungai;

b.Ancaman Bencana kebakaran hutan dan lahan diperlukan pengaturan regulasi
terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

c. Ancaman Bencana cuaca ekstrim diperlukan pengaturan regulasi yang mengatur
pemangkasan pohon;

d.Ancaman Bencana kekeringan diperlukan pengaturan regulasi yang mengatur
penggunaan air berlebih;

e. Ancaman Bencana kebakaran permukiman diperlukan pengaturan regulasi yang
mengatur kebijakan penyediaan proteksi kebakaran di semua bangunan; dan

f. Penajaman Kajian Risiko Bencana;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal : i

WALI KOTA BANJARMASIN,

~f—

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal -

SEKRETARIS DAERAY KOTA BANJARMASIN,
F

N

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR -



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA
BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2025-2029

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

2025



Lampiran 9. Konsep Kerangka Kerja Logis Evaluasi RPB Kota Banjarmasin

KONSEP KERANGKA KERJA LOGIS EVALUASI RPB KOTA BANJARMASIN
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